
SALINAN 
 
 

 
 

 
BUPATI PURBALINGGA 

PROVINSI JAWA TENGAH 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   11   TAHUN  2022 
 

TENTANG 

 
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG 

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN 
LABORATORIUM KESEHATAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada 

Masyarakat, Pemerintah Daerah telah menetapkan Pusat 

Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan 
Kabupaten Purbalingga menjadi Badan Layanan Umum 

Daerah; 

b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum sebagai  
akibat perkembangan peraturan perundang-undangan 

tentang pengaturan Badan Layanan Umum Daerah;  

c.  bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (8) 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas  
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan Umum dan Pasal 

83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 
Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif 

Layanan Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan 
dengan Peraturan Kepala Daerah; 

  d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a,  huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan 
Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat 
dan Laboratorium Kesehatan dan Retribusi Pelayanan 

Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan 
Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah  beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor  74 Tahun 2012 tentang  Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5340); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

dan 

 
BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 

2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT 
KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM 
KESEHATAN, DAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI 

PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DAN LABORATORIUM 
KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA. 

                     
Pasal 1 

 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2012 tentang 
Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium 

Kesehatan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat 
dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 
Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku.  
                 

 

 
 



Pasal 2 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Purbalingga. 

 
 
Ditetapkan di Purbalingga 

pada tanggal 26 September 2022  

BUPATI PURBALINGGA, 

 
ttd 

 

 
DYAH HAYUNING PRATIWI 

 
Diundangkan di Purbalingga 
pada tanggal 27 September 2022 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN PURBALINGGA, 

 

ttd 
 

 
HERNI SULASTI 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 11 
 
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA 
TENGAH: (11-195/2022) 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   11   TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PENCABUTAN  PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 21 
TAHUN 2012 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN 

MASYARAKAT DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAN RETRIBUSI 
PELAYANAN KESEHATAN DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA 

 
I .   UMUM 

 
Badan Layanan Umum Daerah merupakan perangkat kerja 

Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian layanan umum secara lebih 

efektif dan efisien sejalan dengan praktik bisnis yang sehat yang 
pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan 

Bupati. Badan Layanan Umum bertujuan untuk meningkatkan pelayanan 

kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan 

mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam 
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, 
dan penerapan praktik bisnis sehat. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat di 
bidang kesehatan dan menjamin kepastian hukum akibat perkembangan 
peraturan perundang-undangan yaitu dengan diberlakukannya Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas  Peraturan Pemerintah 
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan  Badan Layanan 
Umum dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 

tentang Badan Layanan Umum Daerah, tarif Layanan Badan Layanan 
Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Pusat Kesehatan 

Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan saat ini telah menjadi  Badan 
Layanan Umum Daerah, sehingga penentuan tarif  cukup diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 
 

Pasal 1  
Cukup jelas. 

 
Pasal 2  

Cukup jelas.   

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 118 


